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BAB IV 

PENUTUP 

A. Keseimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 khusunya Pasal 6A tidak mengatur dan membuka peluang 

munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. Hal ini terlihat dari Pasal 6 ayat (4) “Dalam hal tidak ada 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon 

yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh 

suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 

Adanya frasa dua pasangan calon memberikan batasan bahwa tidak 

dibolehkan pelaksanaan Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden 

dilaksanakan hanya oleh satu pasangan calon. Dalam risalah pembahasan 

UUD 1945, para perumus yang ikut serta dalam perubahan UUD 1945 

memang tidak menginginkan terdapat calon tunggal dalam pelaksanaan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden memang masih terdapat kelemahan dalam pengaturan 

norma terkait jangkawaktu yang diatur dalam UU tersebut. Masih terdapat 

kelonggaran munculnya calon tunggal dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden 
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dan Wakil Presiden. Hal ini terlihat dari Pasal 23 dan 24. Bahwa 

konstruksi UU hanya mengatur batasan waktu selama 30 hari, tanpa 

mengatur mekanisme lanjutan apabila tidak ada Partai Politik yang 

mengusulkan calon. Setelah dikaji Risalah Pembahasan Undang-Undang 

Pilpres para perumus menegaskan dalam pembahasan tersebut bahwa tidak 

diinginkan adanya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres.  

2. Implikasi calon tunggal terhadap pelaksanaan pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden adalah ditundanya pelaksanaan pemilihan umum atau 

pemilu tetap akan dilaksanakan dengan konsekuensi pilpres hanya dengan 

satu pasangan calon sehingga rakyat dihadapkan dengan satu pasangan 

calon saja, pilihan antara setuju dan tidak setuju. Konsep penundaan 

pelaksanaan Pilpres dilakukan karena tidak munculnya pasangan calon 

presiden dan wakil presiden, yaitu penundaan Pilpres pada pelaksanaan 

Pilpres selanjutnya namun hal ini akan menimbulkan vacum of power. 

Sehingga tidak tepat dilakukan penundaan pada Pilpres selanjutnya. 

Sehingga MPR sebagai ejawantah dari rakyat akan melakukan sidang 

untuk menetapkan secara aklamasi calon tersebut sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden karena tidak munculnya calon dalam pelaksanaan Pilpres. 

Sedangkan jika pelaksanaan Pilpres dengan calon tunggal akan 

dihadapkan kepada dua kemungkinan, pertama, rakyat menyatakan setuju 

pasangan calon tunggal menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini tidak 

akan menimbulkan persoalan, namun muncul permasalahan jika rakyat 

tidak setuju pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden menjadi 
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presiden dan wakil presiden. Sebagai jawaban apabila muncul calon 

tunggal dalam Pilpres dan belum ada landasan yuridis yang mengatur 

maka Presiden berhak mengeluarkan Perpu sebagai solusi terakhir atas 

kebuntuan karena tidak ada landasan dalam hal Pilpres harus dilaksanakan. 

B. Saran 

Sesuai dengan pembahasan yang telah Penulis kaji pada Bab 

sebelumnya terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, diantaranya 

adalah: 

1. Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden,  serta Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum harus segera disahkan oleh Pemerintah agar 

terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi pada tahun 2019 akan 

dilaksanakan Pemilihan Umum serentak. 

2. Ketentuan Calon tunggal harus di atur secara eksplisit agar tidak 

muncul calon tunggal dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden. Dengan menegaskan bahwa Jumlah minimal Pasangan 

Calon adalah 2 (dua) pasangan calon. Sehingga menjadi kewajiban 

bagi Partai Politik untuk mencalonkan Pasangan Presiden dan 

Wakil Presiden. Bagi Partai Politik yang tidak mencalonkan 

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka UU harus mengatur 
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sanksi bagi Partai Politik tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya. 

 


